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ABSTRAK

© SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN APARATUR SIPIL NEGARA

. (ASN) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

"PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI
: RIAU

Oleh:

FADILA BIJAKSANA
NIM.01870414410

Penelitianini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem akuntansi pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi
Riau,apakah sudah berjalan secara efeketif dan efisien.Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode deskripti fkomperatif,yaitu membandingkan antara teori-
teori yang mendukung,yang ada hubungannya dengan pembahasan masalah, dan
praktik yang terjadi dilapangandengan menggunakan teknik pengumpulan data dam
wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem informasi akuntansi
penggajian yang diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riautelah menerapkan sistem akuntansi yang
terkomputerisasi yang langsung terhubung dengan kantor pusat sehingga pelaksanaan
kegiatan instansi terkontrol dengan baik meskipun masih terdapat kelemahan.

Ka-fa kunci : sistem akuntansi, sistem akuntansi penggajian
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Asé__@lamualaikumWarahmatuIIahiWabarakatuh
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hid:'é-yah-Nya kepada kita semua,sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir
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Ayahanda yang bernama Alfian Sulaimi dan Ibunda yang bernama

Enggreini Bahar, kakakyang bernama Fenny Wahyu Noventia dan Ivan
i



VI VASNS NIN

‘nery eysng NiN uizi edue) undede ynjuaqg wejep Ul siiN} eAIRY yninjas neje ueibeqas yeAueqiadwaw uep ueyjwnwnbusw Buele|q ‘'z

‘nery eysng NN Jefem buek uebunuaday ueyibnisw yepy uediynbuad 'q

‘yejesew njens uenelun neje )y uesinuad ‘uelode] ueunsnAuad ‘yeiw | efiey uesinuad ‘ueneuad ‘ueyipipuad uebunuaday ¥ynjun eAuey uednnbusad ‘e

:1aquuns ueyingaAuaw uep ueywniuesuawl edue) 1ul sin} eA1ey yninjas neje uelbeqgas diynbusw Buele|iq |

Nugraha yang tiada henti-hentinyamemberikan do’a, dukungan dan
dorongan kepada penulis sehingga dapatmenyelesaikan tugas akhir ini

dengan baik.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN
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13.

14.
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T yang telah di berikan menjadi amal baik serta mendapatkan ridho dan
Q

z balasan dari Allah SWT.

“ Penulis menyadari dalam penulisan tugas akhir ini masih banyak terdapat
=)

ke@rangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan

masukkan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua
e

m@kkan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivasi untuk berkarya lebih baik
w

lagi, di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat memberikan

py)
manfaat bagi pembacanya.Aamiin

Pekanbaru,02 Oktober 2021
Penulis

FADILA BIJAKSANA
NIM.0187041441
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Saat ini perkembangan dunia tengah memasuki era globalisasi
yang berdampak pada setiap aspek kehidupan masyarakat dan dunia
ekonomi yang berkembang sangat pesat,ditambah dengan Kkrisis
ekonomi yang dihadapi berbagai negara termasuk Indonesia. Hal ini
menyebabkan semakin besar dan kompleknya masalah yang dihadapi
dalam dunia kerja.

Banyak perusahaan jasa, industri, perusahaan dagang maupun
instansi terpaksa mengurangi pegawainya dengan cara pemutusan
hubungan kerja (PHK), bahkan ada juga perusahaan yang gulung tikar.
Hal demikian yang membuat saya ingin melakukan penelitian karena
hal initidak terjadi pada instansi pemerintah maupun lembaga
pemerintah, karena pemerintah mengatasi hal tersebut dengan cara
instrukturisasi organisasi tanpa adanya pemutusan hubungan kerja bagi
pegawainya.

Kondisi demikian membuat perusahaan-perusahaan baik swasta
maupun Instansi pemerintah harus mulai membenahi Kinerja
manajemen perusahaan secara lebih profesional. Salah satu perbaikan
manajemen adalah membuat sistem sebagai alat bantu pengendalian
pimpinan terhadap kegiatan perusahaan agar kegiatan perusahaan bisa
berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh

1
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perusahaan.Suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak

terlepas dari sumber daya.

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian yang
terpenting dalam mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi baik
organisasi pemerintah maupun organisasi non pemerintah. Oleh karena
itu, organisasi perlu mengelola sumberdaya manusia sebaik
mungkin,sebab kunci sukses suatu organisasi bukan hanya pada
keunggulan teknologi dan tersedianya dana saja, akan tetapi faktor

manusia merupakan faktor yang terpenting.

Manusia bisa dikatakan sebagai sumber dayautama yang mampu
mengatur, menganalisis, dan mengendalikan masalah yang ada
didalam organisasi tersebut.Selain itu manusia mempunyai
keinginan,pikiran, perasaan, status dan latar belakang yang beragam
yang dibawa ke dalam organisasi untuk mencapai tujuan badan usaha
atauorganisasi.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindugan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Riau adalah satu dari sekian banyak instansi
pemerintan yang sangat memperhatikan Kkesejahteraan para
pegawainya, salah satunya adalah dengan memberikan gaji.Gaji adalah
balas jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu
tertentu Kamus Besar Bahasa Indonesia (2021:327).

Dalam  melakukan  penggajian  bagi  pegawainya,Dinas
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Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Provinsi Riau.

Sistem akuntansi penggajian adalahfungsi, dokumen, catatan, dan
sistempengendalian intern yang digunakan untuk kepentingan harga
pokok produk danpenyediaaninformasigunapengawasanbiayapada

tenaga kerja Mulyadi (2016:373).

Adanya sistem akuntansi penggajian yang diterapkan pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Provinsi Riau,dapat menghindari kecurangan atau
manipulasi seperti memasukan pegawai- pegawai fiktif dalam daftar
gaji atau membayar gaji pada pegawai melebihi jumlah yang
ditetapkan.Selain itu juga,dengan sistem penggajian yang ada dapat
membantu perusahaan dalam upaya mencapai kesejahteraan pegawai
dengan pemberian gaji, tunjangan, dan fasilitas lain yang sesuai
dengan ketentuan dan kebijakanyang berlaku.

Setiap  badan/lembaga  selalu  membutuhkan  faktor
tenagamanusia dalam hal ini adalah pegawai. Pegawai merupakan
orangpribadi yang dipekerjakan dalam dalam suatu bidang ( pemberi
kerja ) yang melakukan pekerjaan berdasarkan suatu perjanjian kerja
baik tertulismaupun tidak tertulis Mulyadi (2016 : 4-5). Peran serta
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sangat mendukung
pencapaian tujuan suatu lembaga. Untuk pencapaian tujuan

dibutuhkan adanya balasjasa atau bayaran yang sesuai bagi pegawai.
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Didalam dunia kerja pembayaran kepada pegawai biasanya
dibagi menjadi dua golongan yaitu gaji dan upah. Gaji merupakan
pembayaran atas jasa yang diberikan atau dilakukan. Dalam sistem
penggajianpada suatu lembaga biasanya didasarkan atas jasa yang
diberikan oleh setiap pegawai yang bekerja.

Besarnya gaji yangdiperoleh setiap pegawai berbeda - beda
tergantung dengan jabatan atau posisi yang mereka tempati pada
lembaga tersebut. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat
menurut polayang terpadu untuk melaksanakan kegiatan perusahaan
Mulyadi (2015 :4-5).

Dengan adanya sistem penggajian mulai dari perhitungan gaji
tersebut dibayarkan secara efisien serta memberikan kemudahan
dalam pengendalian berupa pengawasan pelaksanaan penggajian dari
tiap-tiap yang terkait.

Sistem penggajian pada suatu lembaga seperti kantor dinas ini
biasanya melibatkan beberapa departemen yang ada didalamnya
disebut dengan kepala bagian, yaitu Departemen yang bersangkutan
dengan masalah ini adalah bagian SDM, bagian kasir, bagian
akuntansi.

Bagian SDM bertanggung jawab pada masalah kepegawaian,
seperti pengangkatan pegawai, penerimaan atau perekrutan pegawai,
hukuman pegawai bagi yang melanggar kebijakan dan bertanggung

jawabterhadap masalah penggajian pegawai. Subbag keuangan
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biasanya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembayaran gaji
serta berbagai tunjangan kesejahteraan pegawai bagian akuntansi
bertanggung jawab ataspencatatan biaya tenaga kerja dan penyediaan
informasi guna pengawasanbiaya tenaga kerja.

Sistem akuntansi penggajian adalah formulir, catatan dan
laporan tentang penggajian pada pegawaiyang di bayarkan tiap bulan
yangdi koordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan lembaga.

Pada kenyataan yang terjadi pada Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa sistem penggajian merupakan mekanisme
pelaksanaan pencatatan dan transaksi pengeluaran keuangan kas
mulai dari gaji pokok, dan beberapa macam tunjangan. Dengan
adanya sistem dan penggajian ini diharapkan dapat mengontrol
semua pengeluaran gaji sehingga seimbang dan sesuai.

Bila jumlah pengeluaran penggajian lebihbesar dari anggaran
maka terjadi defisit. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Riau tentunya mempunyai program kerja yang harus
dilaksanakan. Untuk melaksanakan program kerja tersebut lembaga
tersebut juga memerlukan anggaran.

Dinas membuat program kerja terlebih dahulu kemudian
mengajukan anggaran yangn telah disetujui personalia, bagian

penggajian dan bagian akuntansi untuk diproses lebih lanjut dan
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memastikan program yang diajukan benar - benar untuk pegawai.
Sehingga masalah penggajian merupakan suatu hal yang sangat
memerlukan penanganan khusus karena Lembaga Kedinasan adalah
instansi yangmana juga akan meningkatkan produktifitas faktor -
faktor ekonomi para pegawaiakhir ini penulis tertarik untuk
meneliti ~ dengan judul “SISTEM AKUNTANSI PENGGAJIAN
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK

DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU.”

1.2 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas maka
yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Sistem Akuntansi Penggajian Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindunga
Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

2. Apa saja Gaji yang dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi

Riau kepada Pegawainya?

1.3 Tujuandan Manfaat Penelitian
1. Tujuan

1) Untuk mengetahui Sistem Akuntansi Penggajian Aparatur
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Sipil Negara (ASN) padaDinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau

2) UntukmengetahuiApa saja Gaji yang dibayarkan oleh Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Provinsi Riau kepadaPegawainya

2. Manfaat Penelitian

A. Kegunaan Secara Teoritis
Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuantentang sistem
akuntansi penggajian.
1) Bagi Instansi

Sebagai sarana perubahan lebih baik dalam meningkatkan Sistem
Akuntansi Penggajian serta sebagai bahan informasi dan masukan
bagi Instansi Dinas yang dapat dijadikan pertimbangan didalam
perbaikan dan pengembangan Instansi terkait, terutama dalam
menjalankan dan menentukan kebijakan sistem akuntansi
penggajian bagi Instansi.

2) Bagi Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang sistem
akuntansi penggajian, Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain
yang akan meneliti tentang penggajian.Dan juga untuk memenuhi

tugas-tugas dan melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar ahli
madya pada Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial jurusan D-I11 Akuntansi

3) BagiAkademis
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Dapat digunakan dalam kajian ilmiah bagi mahasiswa dansebagai
bahan bacaan di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan

Syarif Qasim Riau.

B. Kegunaan Secara Praktis

Dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak yangmembutuhkan dan
dapat sebagai bahan masukan informasi kepadapara pegawai untuk
dijadikan panduan mengenaisistem akuntansi penggajian pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi
Riau.
1.4 Metode Penelitian
1. Lokasi Penelitian
Pada penelitian ini penulis mengambil data dari Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi
Riau pada tanggal20 September—4 Oktober2021.
2. Jenisdata
Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1) DataPrimer
Merupakan Data primer adalah data yang berkenaan langsung
dengan masalah yang telah dirumuskan diatas.
2) DataSekunder
Merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat data

primer
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3. Metode Pengumpulan Data
Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan dalam
penelitian iniyaitusebagai berikut:

1) Observasi

AT B

Melakukan pengamatan secara langsung pada Kantor Dinas

Buepun-Buepun 16unpuljig e3diD yeH

c NI
-,

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga

~

Berencana Provinsi Riau yang berhubungan dengan

permasalahan dalam penelitian ini.
2) Wawancara

Tanya jawab kepada narasumber di Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
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Provinsi Riau yang berhubungan dengan permasalahan ini.

4. Metode Analisis Data

Untuk mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang
diteliti,kemudian penulis menganalisa dengan menggunakan

metode deskriptif yaitu menganalisa data dengan menelaah dan

Jlaquuns ueyngaAusw uep uywnuedsusw edue) 1ul Sijn) eA1ey yninjas neje ueibegas dnnbuaw buelejq |

membandingkan dengan berbagai teori yang relevan yang ada
kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas,dan

selanjutnya diambil suatu keputusan dan kesimpulan.
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1.5 Sistematika Penulisan
Dalam penulisan laporan ini penulis membagi dalam beberapa bab, dan

masing-masingbab dibagi dengansub bab denganberbagai uraian
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PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar
belakang masalah,rumusan
masalah,tujuan penelitian,manfaat
penelitian, Metode Penelitian dan
sistematika penelitian
GAMBARANUMUM PERUSAHAAN
Profil Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa  Provinsi  Riau.sejarah
singkat,visi dan misi, tujuan, struktur
organisasi, job, description, jaringan usaha
atau kegiatan, Kinerja usaha

terkini,rencana kegiatan.

TINJAUANTEORIDAN PRAKTEK
Dalam bab ini berisikan tentang hasil
penelitian dan menganalisanya sebagai
bahan perbandingan antara teori dengan
prakteknya pada kantor dinas tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan,Saran

Pada bab ini diuraikan tentang
kesimpulan yang penelitian  yang
dilakukan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau.
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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Gambaran Umum Instansi

Pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana (selanjutnya disebut dengan BP3AKB)

Provinsi Riau merupakan penjabaran dari :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

(Pasal 7 ayat 1 & 2) menyatakan bahwa program Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana & Keluarga
Sejahtera merupakan urusan pemerintahan yang WAJIB diselenggarakan
oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah

kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah;

Berdasarkan PP nomor 38 Tahun 2007 dan PP nomor 41 Tahun 2007
tersebut Pemerintah Provinsi Riau membentuk BP3AKB Provinsi

Riau.Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan

12
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Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang selanjutnya
disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Provinsi Riau nomor 3 tahun

2014.

Barulah pada Tahun 2016 melalui Perda Nomor 4 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau ,
BP3AKB berganti nomenklatur menjadi "Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak™ atau disingkat DPPPA.

2.2. Visi dan Misi Instansi

Visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau sebagaimana
tercantum dalam RPJMD adalah Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing,
Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia. Unsur visi yang terkait
dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah
Sejahtera yang mempunyai tujuan, Meningkatkan Kualitas SDM yang
beriman dan Berdaya Saing, Mengurangi ketimpangan sosial,
Menanggulangi kemiskinan dan Menurunkan tingkat pengangguran dengan
melihat Kondisi kemakmuran masyarkat riau yang dicirikan dengan
meningkatnya pendapatan masyarakat, berkurangnya ketimpangan sosial,
menurunnya kemiskinan dan pengangguran artinya akan mewujudkan

Kesetaraan dan Keadilan Gender.
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Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan

jangka menengah dalam RPJMD adalah sebagai berikut:

1.

Mewujudkan sumberdaya manusia yang beriman, berkualitas dan
berdayasaing melalui pembangunan manusia seutuhnya;
Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata,
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan
berdayasaing;

Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan
mengembangkan pariwisata yang berdayasaing;

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan

publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Riau mendukung pencapaian misi ke 1 (satu)

“Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Berkualitas dan

Berdaya Saing Melalui Pembangunan Manusia Seutuhnya”.

Tujuanya adalah “Meningkatkan kualitas SDM yang beriman dan

berdaya saing” Dengan sasaran Peningkatan Pembangunan Manusia dengan

Sasaran “Meningkatnya Kesetaraan Gender” adapun Indikatornya adalah

“Indeks Pembangunan Gender (IPG)”.
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Adapun Sasaran yang terkait dengan pelayanan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau adalah Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, dengan sasaran “ Meningkatkan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak™ dengan indikatornya adalah:

1. Indeks Pemberdayan Gender (IDG);
2. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang
mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih didalam

unit layanan terpadu.

2.3. Struktur Organisasi Instansi

Setiap Instansi pada umumnya mempunyai struktur jabatan.
Penyusunan struktur organisasi adalah langkah untuk melaksanakan fungsi
perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.Struktur
organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerjaakan dibagi,dikelompokkan
dan dikoordinasikan secara formal.

Struktur organisasi menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan
pola tetap hubungan diantara fungsi,bagian atau posisi mamupun orang-
orang yang menunjukkan tugas,wewenang dan tanggung jawab yang
berbeda dalam suatu organisasi.Kerangka kerja organisasi tersebut disebut
dengan struktur organisasi.

Menurut Hasibuan (2010:128) struktur organisasi adalah suatu

gambar yang menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi
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kedudukan dan jenis wewenang pejabat,

pimpinan organisasi.

bidang dan hubungan

pekerjaan,garis perintah dan tanggungjawab,rentang kendali dan sistem
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2.4. Uraian Tugas Bagian Pada Instansi
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak

1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada
bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan
pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi
lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan
fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

2. Sekretaris
Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi
dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian

Kepegawaian dan Umum

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
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5 1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada

Sekretariat;

2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil

pelaksanaan tugas di lingkunga Sekretariat;

3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan tugas sesuai dengantugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak; dan

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Perencanaan Program

1)

: 2

3)

4)

5)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Subbagian Perencanaan Program;

membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Perencanaan Program;

menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana
program/kegiatan dari masing-masing bidang;
melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Perangkat Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja
Pemerintah Unit Kerja;

melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional

Prosedur;



1V VISNS NIN
p/0
-—

=&

© 6)

7)

N[

Buepun-Buepun 16unpuljig e3diD yeH

cno NI
o

8)

1)

‘nely eysnsg NN Jefem Bueh uebunuaday ueyibniaw yepn uedinbuad "q

‘yejesew njens uenelun neje YUy uesinuad ‘uesode| ueunsnAuad ‘yeiw | eAiey uesiinuad ‘ueneuad ‘ueyipipuad uebunuadsy ¥ynun eAuey uedynbued e

o 2)

Jlaquuns ueyngaAusw uep uywnuedsusw edue) 1ul Sijn) eA1ey yninjas neje ueibegas dnnbuaw buelejq |

3)

4)

‘nery eysng NN uizi edue) undede ynuag wejep ul sin} eAiey yninjes neje ueibeqgas yeAuegiadwaw uep ueywnwnbusw Buele|q ‘'z

19

mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan
rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan
daerah, serta rapat koordinasi teknis;

Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan
Program; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

4. Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan, Pengelolaan Barang
Milik Daerah

Merencanakan  program/kegiatan dan  penganggaran
pada  Subbagian  Keuangan,  Perlengkapan  dan
Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntasi keuangan
dan aset;

Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji
pegawai;

Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis

pengelolaan keuangan dan aset;
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® 6) Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran
barang milik daerah;
7) Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang

berada pada penguasaan Dinas Pemberdayaan Perempuan

AT B

dan Perlindungan Anak;
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8) Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil

"

Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan

— pelaksanaan kegiatan;

9) Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi;

10) Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
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11) Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan dan pencatatan aset;
o 12) Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan
jasa unit kerja;

13) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
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pelaksanaan tugas dan pada Subbagian Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.
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5. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
1) Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada

Subbagian Kepegawaian dan Umum;
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2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)
9)

10)

11)

12)

13)
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Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa
hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian
Kepegawaian dan Umum;

Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
Melakukan fasilitasi administrasi kepegawaian;
Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisis Jabatan,
Analisisa Beban Kerja, Peta Jabatan, Proyeksi Kebutuhan
Pegawai, Standar Kompentensi, dan Evaluasi Jabatan;
Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
Membuat laporan perkembangan pegawai;
Menyelenggarakan urusan kehumasan;

Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan
upacara, serta melakukan kegiatan keprotokolan dan
administrasi perjalanan dinas;

Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor
setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah;

Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data
informasi untuk kepentingan masyarakat;

Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
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14) Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian
Kepegawaian dan Umum; dan

15) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas
melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Pengarusutamaan

Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Ketahanan Keluarga.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi:

1) penyusunan program kerja dan rencana operasional pada
Bidang Pemberdayaan Perempuan;

2) penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil
pelaksanaan tugas di lingkungan Pemberdayaan Perempuan;

3) penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah
dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Anak; dan

4) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

sesuai tugas dan fungsinya.
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7. Kepala Seksi Pengurusutamaan Gender

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Seksi Pengarusutamaan Gender;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi
Pengarusutamaan Gender;

menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan
Pengarusutamaan Gender;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan
kebijakan Pengarusutamaan Gender;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan Pengarusutamaan Gender;

melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi
kebijakan Pengarusutamaan Gender;

melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring
Pengarusutamaan Gender;

melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan
Pengarusutamaan Gender;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pengarus
Utamaan Gender; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.
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8. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Seksi Kualitas Hidup Perempuan;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kualitas
Hidup Perempuan;

menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan
kualitas hidup perempuan;

melaksanakan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan
kebijakan kualitas hidup perempuan;

melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan kualitas hidup perempuan;

melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi
kebijakan kualitas hidup perempuan;

melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring kualitas
hidup perempuan;

melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan kualitas
hidup perempuan;

melaksanakan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kualitas Hidup
Perempuan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan

sesuai tugas dan fungsinya.
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9. Kepala Seksi Ketahanan Keluarga

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada
Seksi Ketahanan Keluarga;

membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil
pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketahanan
Keluarga;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan Ketahanan
keluarga;

menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan
kebijakan ketahanan keluarga;

menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
kebijakan ketahanan keluarga;

melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan advokasi
kebijakan ketahanan keluarga;

melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring
ketahanan keluarga;

melaksanakan pemantauan penerapan kebijakan ketahanan
keluarga;

melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan
pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi ketahanan
Keluarga; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai

tugas dan fungsinya.
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2.5. Aktivitas Instansi

Mengacu pada Visi-Misi dan berpedoman pada Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2004, BP3AKB Provinsi Riau

menerapkan beberapa program kedalam 2 pendekatan kegiatan, yakni :

1. Pencegahan dan Antisipatif :
a. Pembinaan bagi pemangku kepentingan, stake holder dan
masyarakat serta aparatur pemerintah;
b. Sosialisasi dan workshop yang berorientasi pada peningkatan
capacity building SDM;
c. Iklan layanan masyarakat tentang Kesetaraan dan Keadilan
Gender, Perlindungan Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan

Hak Anak, serta Keluarga Berencana.

2. Penanganan Kasus :
a. Fasilitasi dan pendampingan bagi korban/pelaku kekerasan dan

traficking perempuan dan anak;

Penguatan kelembagaan melalui koordinasi dengan SKPD dan
Instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian kasus kekerasan serta

eksploitasi perempuan dan anak
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan

pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau, maka dapat disimpulkan bahwa:

1

Unsur gaji pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau telah dipenuhi dengan
baik,hal ini ditandai dengan pemberian kesejahteraan para
pegawai dengan memberikan beberapa tunjangan dengan
mempertimbangkan kondisi yang ada.

Sistem penggajian yang dilaksanakan Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi

Riauuntuk para pegawainya telah relevan karena sudah sesuai
dengan ketetapanperaturanyang dibuat oleh pemerintah.

Dalam menyesuaikan data pegawai dengan gaji yang akan
diperolen pegawainya, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sudah
cukup handal dan bebas dari kesalahan dikarenakan adanya

pengkinian data yang dilakukan dinas tersebut secara berkala.

Laporan serta informasi mengenai perhitungan gaji pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
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Berencana Provinsi Riau sudah cukup lengkap,yang terdiri dari

gaji bersih, tunjangan,sertapotongan lainnya.

5. Penghitungan gaji pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau sudah
cukup adil,hal ini ditunjukkan melalui adanya tunjangan kepada
pegawainya

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada

Instansi diantaralain:

1.

Sebaiknya diberikan tambahan gaji bagi pegawai yang
berprestasi,agar timbulnya daya saing serta adanya motivasi
bagi pegawai lainnya dalambekerja.

Sebaiknya digunakan software tertentu dalam sistem
penggajiaan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Riau,agar tingkat

keefektifan penggajiannya lebih tinggi dan akurat.
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b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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LAMPIRAN

(DAFTARWAWANCARA)

1. Apa saja gaji yang harus dibayarkan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau?

Jawab : Gaji Induk, Kekurangan Gaji, Gaji 13, Gaji THR, Dan Gaji
Terusan

Bagaimana sistem penggajian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Riau?

Jawab : Sistem penggajian yang diterapkan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan menggunakan sistem yang telah dikelola oleh TASPEN.
Bagaimana cara pembayaran dalam penggajian pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

Jawab:Pembayaran gaji pegawai dilakukan melalui Bank Riau (transfer)

non tunai

Apa saja faktor yang harus diperhitungkan dalam sistem penggajian di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

Jawab:Pemberian Gaji Pokok, Tunjangan dan Potongan kepada

pegawai
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5. Dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

Jawab : SPP, SPM Dan Dokumen Perhitungan Gaji

Catatan apa saja yang digunakan dalam sistem penggajian pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?

Jawaban: Tidak menggunakan catatan apapun maupun jurnal. Sistem
yang di Input bersifat transparan.

Apakah pencatatan transaksi pembayaran gaji ke dalam buku jurnal
didukung oleh bukti-bukti transaksi yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang?

Jawab:Dalam Sistem penggajian dalam sebuah Instansi kantor dinas
tidak menggunakan buku jurnal, dan hanya meneruskan sistem data
yang telah dikelola oleh pemerintah.

Petugas apa saja yang berwenang memberikan penggajian kepada
pegawai yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau?
Jawab : Bendahara dan Pengelola Gaji

Faktor apa saja yang menyebabkan peningkatan atau penurunan dalam
penggajian pegawai di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi

Riau?



84

Jawab:Peningkatan penjualan:Kenaikan Pangkat dan Kenaikan gaji
berkala.Penurunan penjualan: Tidak ada faktor yang mempengaruhi
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PENGENDALIAN PEI_\ID‘,'TD" K DAN KELUARGA BERENCANA
% Talan Pepaya Nomor (‘. Telp. (0761) 4031 10312 - Fax. (0761) 40313
e E-mail ; dp3ap2kb@riau.go.id | Website :qjp30p2kb riau.go.id
PIZKANH/\RIJ~RIAll
3 Kode Pos 28126

Data Terbaru Sub Kepegawaian Tanggal 10 Oktober Tahun 2021
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan

Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2021
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. Sumber : Kepegawaian DPPA Provinsi Riau Tahun 2021
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
Keluarga Berencana Provinsi Riau Tahun 2021
=S = —— =
NO Golongan |
¢ = 7
9 2 3 4 :
: : :
1 Golongan Il -
| ! —T—
2 | Golongan Il 11 | e
‘ — 17 13
Golongan IV | - 1 [
— TP == 89
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Sumber : Kepegawaian DPPA Provins! Rigu Tahun
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Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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UNGAN ANAK

pERLIND!

JONESIA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
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UIN SUSKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
RIAL

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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U.\C/ Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
]

—:u. A= 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
“l..,. hm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
: _ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

By

UIN SUSKA RIAL

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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PEMERINTAH PROVINSI RlA'Ui

y k DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLIND!
'PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BE!
Jalan Pepaya Nomor 67 Telp. (0761) 40311, 40312 Fax 40313

\ e-mail - dp3ap2kb@riau.qo.id / website : dp3ap2kb riau 0. W
= PEKANBARU-RIAU Kode Pos : 28126

Pekanbary, 04 Oktober 2021

e 800/DP3AP2KB Kepada Yth :
e 4 Dekan Fakultas Ekonomi dan limu Sosial
Hal ! Pelaksanaan risel/ pra riset penelitian Universitas Islam Negeri Sultan Syarief
dan pengumpulan data bahan LTA. Kasim Riau
di
Pekanbaru

Sehubungan Surat Rekomendasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Riau tangggal 21 Juli 2021 Nomor : 503/DPMPTSP/NON ZIN-

RISET/42693 Perihal : Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk
bahan LTA, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama . FADILA BIJAKSANA
NIM . 01870414410

Fakultas . Ekonomi dan limu Sosial
Program studi . Akuntansi

Jenjang . DIl Akuntansi

Judul Penelitian : Sistim Akuntansi Penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) pada
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi
Riau.
felah selesai melaksanakan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Provinsi Riau.

Demikian hal ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK,
DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

Dra. T. HIDAYATI EFFIZA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19611219 198503 2 005
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